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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai urgensi kriminalisasi pemaksaan perkawinan dalam hukum pidana

Indonesia. Termasuk didalamnya adalah membahas mengenai urgensi perlindungan korban kekerasan

seksual khususnya pemaksaan perkawinan yang lebih optimal mengingat telah disahkannya UU No. 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebetulnya terkait tindak pidana kekerasan seksual

dapat ditemukan pengaturannya secara sektoral dan tersebar dalam beberapa undang-undang, seperti UU

PKDRT, UU Perlindungan Anak dan UU Hak Azasi Manusia. Akan tetapi secara khusus, pembahasan

dalam penelitian ini, yaitu pemaksaan perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan

secara terpaksa melalui tekanan-tekanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat dicapainya persetujuan

yang sesungguhnya oleh salah satu atau kedua pasangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU TPKS.

Bahwa perlindungan yang optimal merupakan suatu keharusan melihat fakta seringkali perempuan terjebak

dalam pusaran ketidakadilan dalam hal penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dalam koridor sistem

peradilan pidana, baik dalam fase pra-penuntutan sampai dengan hasil vonis yang dijatuhkan yang tidak

berpihak kepada korban. Bahwa dalam penilitian ini terungkap bahwa banyak sekali dampak-dampak

destruktif yang dapat dihasilkan dari tindakan pemaksaan perkawinan. Dampak-dampak yang dimaksud

dapat berupa dampak psikososial, kesehatan dan ekonomi pada korban. Sebagai instrumen pembantu

penelitian ini akan dibandingkan juga regulasi berkaitan dengan pemaksaan perkawinan di Negara Inggis

dan Jerman. Salah satu contoh yang dapat ditiru dalam perkembangan penanganan pemaksaan perkawinan

di Indonesia adalah didirikannya lembaga pemerintah yang dapat menjadi garda terdepan perlindungan

masyarakat terhadap kasus pemaksaan perkawinan seperti forced marriage unit (FMU) di Inggris dan sistem

registrar di Jerman.

......This thesis discusses the urgency of criminalizing the imposition of marriage in Indonesian criminal law.

This study includes discussing the urgency of protecting victims of sexual violence, especially the victims of

forced marriage considering the passage of Law No. 12 year 2022 of the Sexual Violence criminal Offence

act (TPKS). Actually, related to the crime of sexual violence can be found on sectoral regulation and spread

in several laws, such as the Domestic Violence Law, the Child Protection Law and the Human Rights Law.

However, in particular, the discussion in this study, namely the coercion of marriage in question is a

marriage that is carried out forcibly through certain pressures that cause the inability to reach true consent by

one or both spouses as stipulated in the latest TPKS Law. Optimal victim protection is a must regarding the

fact that women are often caught in a maelstrom of injustice in terms of handling cases of sexual violence in

the corridors of the criminal justice system, both in the pre-prosecution phase and the results of sentences

handed down that are not in favor of the victim. This study revealed that there are many destructive effects

that can result from the act of coercion of marriage. These effects can be psychosocial, health and economic

impacts on victims. As an auxiliary instrument, this research will also be compared with regulations related

to the coercion of marriage in the UK and Germany. One example that can be imitated in the development
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of handling forced marriage in Indonesia is the establishment of government agencies that can be the

frontline of public protection against cases of forced marriage such as forced marriage units (FMU) in the

UK and the registrar system in Germany.

 

 


